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BT'PATI I(OI|AWE SEL/\TA!T,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 24, Tanbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82,
Tambahan lrmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor

5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa.ratur

Sipil Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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5. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OlS
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor Sg, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor lg Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5gg7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor g).

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan PERATI'RAIY BT'PATI TEI|TAITG I{TDI'DI'XA"!T, SUST'ITAJT
oRGANISASI, TUGAS DAN FUIIGSI, SERTA TATA XER.TA
DINAS XESEIIATAJT I(ABUPATEN KONAWE SELITTAN.

xErpr?flAnluuuu
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

l. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakit Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;
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8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut
UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;

9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan
Dinas Kesehatan;

1O. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah;

BAB N
BEI|TUK, ITOUEITXLATI'R DAIT TIPE

PERAI|GI(AT DA,ERAII

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Kesehatan diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
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(2) Penentuan tipe Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) berdasarkan hasil pengukuran intensitas
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l,
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB UI
XEI'I'DT'KAIT DAN SUSUITAI| ORGAIiIISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5
(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelalsana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati
melalsanalan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

Pasal 7

Dalam melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis lingkup Dinas;

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
dibidang kesehatan;

c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidang kesehatan;

d. Pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan
pemberantasan penyakit;

e. Pembinaan lingkungan sehat dan penyuluhan kesehatan

masyarakat;

f. Pemberian pelayanan kesehatan Keluarga dan CtzL

masyarakat;

g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

dan Tenaga Fungsional lingkup Dinas Kesehatan;
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h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil
Bupati dan Sekretaris Daerah;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan memiliki kewenangan sebagai
berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah daerah dalam rangka pencegahan,
pengendalian dan pemberantasan penyakit;

c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang
kesehatan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan
pemberantasan penyakit; dan

d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada
Dinas Kesehatan.

BagianKedua
Susunan Organisasi

Pasal 9
(l) Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe

Selatan, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat;

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit;

e. Bidang Pelayanan Kesehatan;

f. Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan strukur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini.
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Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 1O

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan
sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 1l
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,

kegiatan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian,
pelaporan dan keuangan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 1 l, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Pengelolaan urusan kepegawaian;

b. Pengelolaan urusan umum meliputi ketatalaksanaan dan
kerumahtanggaan dinas;

c. Pengelolaan urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan;
d. Perawatan barang inventaris dinas dan perlengkapan;

e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan I\rgas -
tugas bidang, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
kesekretariatan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;

b. Sub Bagran Keuangan Dan Perlengkapan;

c. Sub Bagran Penyusunan Program & Pelaporan;

(2) Sub Bagran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB TV
TUGAS DAIT FUI{GSI
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Pasal 14

(1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan surat men5rurat, kearsipan, rumah tangga,
unsur pedalanan dinas, pemeliharaan perlengkapan dan
melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian dan
ketatalaksanaan.

(2) Sub Bagian Keuangan Dan perlengkapan mempunyai tugas
melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan
perlengkapan serta tugas lain yang diberikan oleh
sekretaris.

(3) Sub Bagran Penyusunan program & pelaporan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan perenc€rnaan program,
pengelolaan anggaran, serta penJrusunan bahan evaluasi
dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 15
(l) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai

melaksanakan penJrusunan rencana teknis,

tugas

program
pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan
peke{aan di bidang Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Gizi
dan melalsanalan penyelenggaraan promosi kesehatan
serta Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat
Berperilaku Hidup Sehat, Kesehatan kerja dan olahraga
serta Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) dan Penyelenggaraan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran lingkungan dan penyehatan

lingkungan.

(2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
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Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan
fungsi:

a. Pengumpulan bahan penyelenggaraan upaya peningkatan
kesehatan masyarakat dan gjzr;

b. Pembinaan usaha kesehatan ibu dan anak melalui
Puskesmas dan unit-unit pelayanan kesehatan;

c. Pembinaan kesehatan gizi keluarga dan masyarakat;
d. Penyelenggaraan surveilans gzt buruk dan upaya

kesehatan;

e. Pembinaan kegiatan pelayanan puskesmas, kesehatan
keluarga, gizi serta kesehatan komunitas;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas :

a. Seksi Kesehatan Keluarga;

b. Seksi Kesehatan Lingkungan, promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat;

c. Seksi Gizi Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olah raga;
(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 18

(1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu
kepala bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis
di bidang Kesehatan Keluarga.

(2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Promosi dan pemberdayaan

Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala bidang
melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang
Penyehatan Lingkungan dan melaksanakan

penyelenggaraan promosi kesehatan serta pemberdayaan

Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup

Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM).
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(3) Seksi Gizi Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olah raga
mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan
penjabaran kebijakan teknis di bidang Gizi, Kesehatan Kerja
dan Olah R"ga.

Bogian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit

Pasal 19
(1) Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai

tugas melaksanakan menJrusun rencana teknis, progrErm

pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan
pekerjaan dibidang Pencegahan dan pengendalian penyakit.

(2) Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 2O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit

menyelenggarakan fungsi :

a- Penyelenggaraan surveilans Epidemiologi, penyelidikan
kejadian luar biasa;

b. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular;

c. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggtrlangan penyakit
tidak menular;

d. Penyelenggaraaa operasional penanggulangan masalah
kesehatan akibat bencana dan wabah;

e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas dan baik di dalam maupun diluar organisasi;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2l
(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :

a. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Karantina Kesehatan;

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Langsung;
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c. Seksi Pencegahan dan Pengenda-lian penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa;

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pasal22

(1) Seksi Surveilans, Imunisasi dan Karantina Kesehatan

mempunyai tugas membantu kepata bidang melaksanakan
penjabaran kebijakan teknis di bidang Imunisasi,
Surveilans dan Epidemiologi.

(2) Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit Menular
Langsung mempunyai tugas membantu kepala bidang
melaksanakan penjabaran keb{iakan teknis di bidang
Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular Langsung.

(3) Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas membantu
kepala bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis
di bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 23
(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan bimbingan dan pengendalian, koordinasi,
pen5rusunan pedoman pelaksanaan serta fasilitasi dalam
pelaksanaan pelayanan kesehatan primer, Rujukan dan
Kesehatan Tradisional dan fasilitas pelayanan kesehatan
serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan.

(2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
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Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan
fungsi :

a. penJrusunan progam Bidang pelayanan Kesehatan;
b. pembuatan perencanaan serta penyusunan rencana kerja

Bidang Pelayanan Kesehatan;

c. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan
kesehatan primer, rujukan dan kesehatan tradisional dan
fasilitas pelayanan kesehatan serta mutu dan akreditasi
pelayanan kesehatan;

d. penJrusunan pedoman pelaksanaan standart pelayanan
kesehatan primer, rujukan dan kesehatan tradisional dan
fasilitas pelayanan kesehatan serta mutu dan akreditasi
pelayanan kesehatan;

e. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelayanan
kesehatan primer, rujukan dan kesehatan tradisional dan
fasilitas pelayanan kesehatan serta mutu dan akreditasi
pelayanan kesehatan;

g. evaluasi dan pen5rusunan laporan program Bidang
Pelayanan Kesehatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Kesehatan primer, Kesehatan Rujukan

dan Kesehatan Tradisional;

b. Seksi Mutu & Akreditasi Pelayanan Kesehatan;

c. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(2) seksi ssfqgaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
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Pasal 26

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatal Rujukan dan
Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan

bimbingan dan pengendalian, koordinasi, penJrusunan

pedoman pelalsanaan serta fasilitasi dalam pelaksanaan

pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan dan
kesehatan tradisonal.

(2) Seksi Mutu & Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai

tugas menJrusun rencana teknis, program pembinaan,
pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekedaan

dibidang Akreditasi, Sertifikasi dan pemberian Izin.
(3) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas

menyiapkan perumusan pedoman, pelaksanaan,
pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan penerapan

standar pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Pasal 27
(1) Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
teknis dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan

kefarmasian dan Sumber Daya Kesehatan.

(2) Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebaeaimana dimaksud dalam
Pasal 27, Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan rencana kegiatan Kefarmasian dan Sumber

Daya Manusia Kesehatan;

b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka

pelaksanaan pelayanan kefarmasian;

c. penrusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan bimbingan

teknis penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;

Bagian Keenam
Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
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d. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan dan melakukan
bimbingan teknis, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang pengguna€rn obat rasional dan obat
essensial nasional;

e. pengkajian dan penetapan persyaratan sarana pelayanan

kefarmasian; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas :

a. Seksi Pelayanan Farmasi;

b. Seksi Pengawasan Obat, Makanan Minuman, Obat
Tradisional dan Alat Kesehatan;

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Kefarmasiaa dan Alat Kesehatan.

Pasal 3O

(1) Seksi Pelayanan Farmasi mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan

kegiatan pelayanan kefarmasian.

(2) Seksi Pengawasan Obat, Makanan Minuman, Obat
Tradisional dan Alat Kesehatan mempunyai hrgas

menyiapkan pedoman, pengkoordinasian serta pembinaan

dan pengendalian terhadap produksi, pengadaan,

pendistribusian obat, makanan, minuman, obat tradisional
dan alat kesehatan.

(3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas

Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan
pengembangan SDM kesehatan.
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Pasal 3l
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis

dinas secara operasional di lapangan.
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha

dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit pelaksana Teknis
Dinas.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi
Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UpTD/UpTB yang
terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunarl organisasi
dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan Bupati
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta T\rgas dan
Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional ssgagaimans dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bogian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
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(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

keda.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB V
TATA XERr.'A

Pasal 35
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wqiib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi
lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas
masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-
masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan
Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan

melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkahJangkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk

terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
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Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab

pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
men5rusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 4O

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 4l
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala

Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat
berkala.

Pasal 42

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan

tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebegai pelaksana Kepala

Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi

tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada

pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB VI
xtPArGI(ATAIf , PEI{GAJIGKATA!| , ESEII)IIISASI DA.!t

PEHBERHEI{TIA.IT DAL/IT .'ABATAN

Pasal 44
(i) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural dilingkungan Dinas Kesehatan

Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas

usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

merupakan jabatan eselon IIb.

(4) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

merupakan jabatan eselon IIIa

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe

Selatan merupakan jabatan eselon IIIb.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas

Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan

eselon IVa.

(7) Pejabat Eselon III dan Milingkungan Dinas Kesehatan

Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris

Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2Ol4 tentang Tugas Pokok

dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan

ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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